ABSTRAK

Yusup Anchori. 2020. “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang
Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dihubungkan Dengan
Tujuan Negara Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia”.

Korban tindak pidana lemah dalam perlindungan hukum, sejak korban
melaporkan terjadi tindak pidana dan menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan atau
dengan menyerahkan barang bukti dan ditemukan ditempat kejadian perkara termasuk
penderitaan baik fisik maupun non fisik serta kerugian materil dan kerugian non materil
kepada aparat penegak hukum. Tindakan kekerasan yang masih terjadi di tengah-
tengah masyarakat menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan
masih belum maksimal dilaksanakan baik oleh orang normal maupun oleh Orang
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang hingga saat ini masih jadi perhatian, seperti
kasus ODGJ melakukan penganiayaan sampai pembunuhan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis konsep perlindungan
hukum, hambatan dalam implementasi serta cara menangani hambatan terhadap
korban oleh pelaku kejahatan yang dilakukan ODGJ.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum
normatif dan hukum empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi
kepustakaan, observasi dan wawancara tentang perlindungan hukum korban tindak
pidana yang dilakukan oleh ODGJ.

Adapun teori dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Teori Negara
Hukum sebagai Grand Teory, Teori Sistem Hak Azasi Manusia sebagai Midle Teory
dan Teori Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai aplicative Teory.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1) Pengaturan perlindungan hukum
terhadap korban tindak pidana oleh ODGJ diatur dalam perundang-undangan namun
kurang optimal. Terutama berkaitan dengan kerugian terhadap korban. Hal ini karena
peraturan perundang-undangan mengatur masih sumir dan abstrak. Tidak secara tegas
dan spesifik menempatkan korban penganiayaan sebagai bagian dari sistem peradilan
pidana. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi korban tindak pidana oleh ODGJ,
disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya; aspek pemahaman masyarakat, aspek
perhatian pemerintah, aspek peraturan perundang-undangannya sendiri dan aspek para
penegak hukumnya, sehingga korban belum merasa dilindungi secara hukum. 3) Solusi
perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan oleh ODGJ, harus
memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia, Pemerintah dan penegak hukum mempunyai kewajiban yang besar terhadap
perlindungan dan pemulihan hukum korban tindak pidana kejahatan dalam sistem
peradilan karena pemerintah turut bertanggungjawab atas kriminalisasi yang
dirumuskannya dalam perundang-undangan pidana. Upaya perlindungan dan
pemulihan tersebut harus dilakukan oleh pemerintah.
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ABSTRACT

Yusup Anchori. 2020. *"Legal Protection for Victims of Crime Committed by Persons
with Mental Disorders (ODGJ) Linked to the Purpose of the Rule of Law in
Indonesia's Criminal System™.

Victims of criminal acts are weak in legal protection, since the victim reports a
criminal act and shows who the crime is and submits evidence and is found at the scene
of the case including suffering both physical and non-physical as well as material loss
and non-material loss to law enforcement officials. Violent acts that still occur in the
midst of society show that law enforcement against crimes is still not maximally carried
out by both normal people and People with Mental Disorders (ODGJ), which until now
is still a concern, such as the case of ODGJ carrying out persecution until murder.

The purpose of this study was to see and analyze the concept of legal protection,
barriers to implementation and attitudes towards victims of crimes committed by
ODGJ.

This study uses a qualitative approach with normative legal methods and
empirical law. Sources of data used in this study are primary, secondary and tertiary.
Data analysis techniques are literature study, observation and interviews about legal
protection of victims of criminal acts committed by ODGJ.

The theory in this research is to use the theory of rule of law as the grand theory,
the theory of the human rights system as a midle theory and the theory of the criminal
justice system (SPP) as an applicative theory.

The results showed that: 1) Legal arrangements for victims of criminal acts are
regulated in law but are not optimal. Especially with regard to losses to victims. This
is because of the laws and regulations governing assistance and abstracts. Not firmly
and specifically placing victims of persecution as part of the criminal justice system.
2) Obstacles that are part of the criminal act by ODGJ, caused by several aspects
including; public understanding, aspects of government concern, aspects of the
legislation itself and aspects of law enforcers, so that victims have not been protected
by law. 3) Legal protection solutions for victims of crimes by ODGJ, must get justice
and fair treatment in the criminal justice system in Indonesia, the government and law
enforcers who are responsible for legal action and legal recovery for victims of crime
in the justice system because the government is also responsible for criminalization.
which he formulated in the supervision of criminal legislation. Such protection and
recovery efforts must be carried out by the government.
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